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ABSTRAK  

 

BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR 

PENGADILAN DAN KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN 

KESEPAKATAN PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN 

 

RAMA PRATAMA 

502018093 

 

Setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat para pihak dalam proses 

implementasinya dapat saja terjadi perbedaan pendapat bahkan konlik diantara 

mereka. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, memberikan solusi bagaimana cara penyelesaian 

perdamaian di luar pengadilan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan 

menjelaskan apa saja bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, untuk mengetahui apa faktor yang mendorong penyelesaian sengketa 

diluar pengadilan, serta untuk menjelaskan kekuatan hukum hukum kesepakatan 

perdamaian diluar pengadilan. Penelitian yang dilakukan penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan data sekunder (kepustakaan) dalam bentuk bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya diproses dan dianalisis 

untuk mendapatkan kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni : konsultasi, negosiasi, 

mediasi, konsultasi dan perdamaian serta pendapat ahli oleh Lembaga Arbitrase 

dan faktor-faktor yang mendorong penyelesaian sengketa diluar Pengadilan 

adalah tuntutan dunia bisnis yang menghendaki percepatan dalam aktivitas bisnis 

dan transaksi maupun pengerakan akses barang dan modal, kritik yang ditujukan 

kepada lembaga peradilan dimana penyelesaian sengketa yang lambat, biaya 

perkara mahal, putusan Pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan 

para hakim bersifat generalis serta citra pengadilan yang semakin buruk. 

 

Kata kunci : Kekuatan hukum, perdamaian diluar pengadilan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

  

A. Latar Belakang 

 Satu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah dilema yang 

terjadi di bidang penegakan hukum. Di satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa 

yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke 

waktu. Sedangkan di sisi lain, pengadilan negara yang memegang kewenangan 

mengadili menurut undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas. 

Terlebih-lebih   lagi   akhir-akhir  ini  pengadilan  negara  sedang  dilanda  krisis 

kepercayaan.  

 Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi berlarut-larut, karena cukup 

potensial memicu terjadinya tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) atau 

peradilan massa, yang dapat menimbulkan kekacauan (chaos) dalam masyarakat. 

Solusinya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia 

merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar.1 

 Penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution (ADR), 

adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata 

sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa 

ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral.2 Di Indonesia, Pancasila 

sebagai dasar filosif kehidupan bermasyarakatnya, telah mengisyaratkan bahwa 

                                                             
1 Runtung "Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di 

Indonesia". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang llmu Hukum Adat pada 

Fakultas Hukum, di ucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara. Medan : 

Universitas Sumatera Utara, 2006, hlm 2. 
2 Ibid, hlm 62 

1 
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asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan, 

seperti tersirat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945.3 

 Dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Pennusyawaratan/Perwakilan. maka manusia Indonesia sebagai warga negara dan 

warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang 

sama. Dalam menggunakan hak-haknya tersebut menyadari perlunya :  

a.    Selalu   memperhatikan    dan   mengutamakan    kepentingan    negara    dan 

kepentingan masyarakat; 

b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;  

c.  Mengutamakan     musyawarah     dalam     mengambil     keputusan    untuk 

kepentingan bersama; 

d.  Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;  

e.  Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan 

hasil keputusan musyawarah;  

f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang 

luhur;  

g.    Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral 

Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-

nilai kebenaran dan keadilan. 

 Nilai-nilai konfrontatif dan kompromi dalam penyelesaian konflik dan 

sengketa muncul secara umum di mana saja di Indonesia (terutama dalam 

masyarakat tradisional). Sebagai contoh dalam masyarakat Batak yang relative 

                                                             
3 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Negosiasi, Mediasi, 

Konsolidasi dan Arbitrase, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001 hlm 6 
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lebih memiliki budaya riligius, masih mengandalkan forum runggun adat yang 

pada intinya adalah penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. 

Juga di Minangkabau dikenal dengan lembaga hakim perdamaian Minangkabau 

yang secara umum peranannya sebagai mediator dan konsiliator. 4 

 Di Jawa, konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa tidak 

didasarkan pada suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir 

sebagai suatu kesatuan. Mayoritas maupun minoritas dapat membatasi pendapat 

mereka, sehingga dapat saling sejalan. Konsep musyawarah ini sejalan dengan 

corak negosiasi modern yang dikenal dengan teknik interest based bargaining, 

yang merupakan corak atau teknik negosiasi modern yang teramat populer dan 

diterapkan di berbagai negara. 5 

 Sesungguhnya bagi bangsa Indonesia sudah sejak lama menjalankan pola-

pola penyelesaian sengketa secara tradisional, yang dilakukan melalui peradilan 

adat maupun peradilan desa (dorpsjustitite). Pada waktu itu oleh Pemerintah 

Hindia Belanda juga diadakan instutis lain di luar pengadilan, yang juga 

mempunyai tugas menyelesaikan perkara dagang, yakni arbitrase/ perwasitan 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 615 Reglement op de Burgerlijke 

Rechtsvordering (RV) Stoatsblad 1847 Nomor 52 dan Pasal 377 Het Herziene 

Indonesisch Reglement (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44/Pasal 705 

Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Staatblad 1927Nomor 227.6 

                                                             
4 Mas Achmad San toso Sebagaimana dikutip Rachmadi Panitia di Usman Pilihan Sengketa 

di Luar Pengadilan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm  32 
5 Ibid 
6 Ibid, hlm 34 



4 
 

Ketentuan RV yang berasal dari abad ke-19 selama berlakunya tanpa 

mengalami perubahan, sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan yang terus 

terjadi. Salah satu kekurangannya tidak diatumya aspek-aspek internasional dari 

arbitrase, padahal hubungan-hubungan perdagangan intemasional semakin 

berkembang dengan berbagai klasula arbitrasenya yang telah menjadi peristiwa 

sehari-hari. Untuk menjembati kekurangan dari RV tersebut, Indonesia telah 

meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan arbitrase 

internasional, seperti Konvensi Washington dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1968, Konvensi New York diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 

34 Tahun l981.7 

Di samping itu, HIR/RBg mengatur pula lembaga perdamaian (dading). 

Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, dan pasal-pasal lainnya dalam 

hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya ketentuan dalam Pasal 

132 HIR/Pasal 156 RBg mewajibkan hakim terlebih dahulu mengusahakan 

perdamaian di antara para pihak sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh 

hakim. Sejalan itu, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan 

Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Ex. Pasal 130 HIR/154 RBg). 

Dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 ini, diketahui bahwa 

agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-

sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 

130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian 

                                                             
7 Djoni Emirzon, Op.Cit., hlm 8-9 



5 
 

kepada para pihak yang sengketa. Keberhasilan penyelesaian perkara perdamaian 

tersebut, dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi 

fasilitator / mediator. 

Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 

tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman, lembaga arbitrase dan ADR diakui 

sebagai pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada penjelasan atas 

Pasal 3 ayat (1). Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dikemukakan antara lain 

bahwa "Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau 

melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya 

mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk 

dieksekusi dari pengadilan". Di samping itu, ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan, bahwa "ketentuan dalam 

ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata 

secara perdamaian ". 

Ketentuan yang sama diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 dikemukakan, bahwa "ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara 

perdamaian ". Dari ketentuan ini, penyelesaian perkara perdata dapat diupayakan 

melalui perdamaian. Pengaturan umum mengenai arbitrase, termasuk arbitrase 

syariah dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikemukakan 

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ketentuan dalam Pasal 58 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan, bahwa "upaya penyelesaian 
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sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau 

alternatif penyelesaian sengketa ". 

Berhubung peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya, maka disahkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian 

Sengketa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ketentuan 

mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 Rv dan Pasal 377 

HIR dan Pasal 705 RBg dinyatakan tidak berlaku. Sesuai dengan judulnya, tetapi 

ternyata Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini, lebih banyak mengatur 

mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase, ketimbang mengatur mengenai 

penyelesaian sengketa melalui ADR. 

Terlepas dari itu, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik melalui arbitrase maupun 

melalui alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 

2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. yang menyatakan bahwa 

"penyelesaian sengketa atau beda pendapat antarpara pihak dalam suatu 

hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang 

secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul 

atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan 

dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. " 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disampaikan diatas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “BENTUK ALTERNATIF 
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PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DAN 

KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN KESEPAKATAN 

PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN”  

 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang sebagaimana dikemukakan 

diatas, maka perrnasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :  

1. Apa saja bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ? 

2.  Apakah faktor yang mendorong penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ?  

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup pembahasan (substansi) dalam penelitian ini di batasi pada 

kajian    mengenai    bentuk-bentuk    alternatif   penyelesaian    sengketa    diluar 

Pengadilan,    faktor-faktor    yang    mendorong    penyelesaian    sengketa   diluar 

pengadilan dan kekuatan hukum kesepakatan perdamaian di luar pengadilan serta 

materi-materi lain yang terkait dengan perrnasalahan yang dibahas.  

 

Tujuan Penelitian  

a.     Untuk  menganalisis   dan  menjelaskan   apa  saja  bentuk-bentuk  alternatif 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  

b.     Untuk mengetahui apa faktor yang mendorong penyelesaian sengketa dil uar 

pengadilan serta untuk menjelaskan kekuatan hukum kesepakatan 

perdamaian diluar pengadilan 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini berguna sebagai  bahan bacaan bagi mahasiswa dan para 

pembaca yang berminat di bidang ilmu hukum (perdata), selain itu secara khusus 

penelitian ini berguna sebagai bahan pengetahuan praktis bagi para pihak dalam 

rangka menyelesaikan sengketa atau perselisihan di luar pengadilan  

D. Kerangka Konseptual 

1. Analisis  normatif adalah mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan 

peraturan perundang-undangan  yang berlaku dari segi pasal-pasal  yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.8 

2.   Eksistensi adalah keberadaan sesuatu yang dilihat dari kondisi riil atau 

kondisi obyektif suatu keadaan.9 

3.  Altematif penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah suatu pilihan dalam    

menyelesaikan    sengketa    atau    perselisihan    melalui    lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati 

para pihak diluar pengadilan. 

E.     Metode Penelitian  

1.       Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang diawali 

dengan mengkaji data sekunder dalam bentuk data kepustakaan yang berkaitan 

dengan permasalahan. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut: 

                                                             
8 Soerjono Soekanto, Pengertian Penelitian Hukum, UI PKSS, Jakarta, 2001, hlm 62 
9 Ibid 
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a.  Bahan hukum primer dalam bentuk berbagai perundang-undangan yang 

terkait dengan permasalahan 

b.    Bahan   hukum   sekunder   dalam   bentuk   buku,   hasil   penelitian   serta 

dokumentasi 

c.   Bahan hukum tersier sebagai penunjang bahan hukum primer dan sekunder 

seperti indeks, kamus, enciklopedi dan lain-lain. 

 

2.    Tipe Penelitian 

Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum deskriptif, artinya penelitian 

hukum yang menggambarkan secara jelas, sistematis dan faktual mengenai bentuk 

alternatif penyelesaian sengsekta diluar pengadilan, faktor-faktor yang mendorong 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan serta kekuatan hukum kesepakatan 

perdamaian diluar pengadilan. 

3.   Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

hukum normatif yaitu pendekatan  yang didasarkan pada norma-norma serta 

peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan permasalahan dengan 

langkah-langkah pendekatan sebagai berikut:  

a.  Mengidentifikasi   berbagai  peraturan   (hukum),   asas   dan  kaidah  yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas  

b.   Bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan  

c.   Faktor-faktor yang mendorong penyelesaian sengketa di luar pengadilan  

d.  Kekuatan hukum kesepakatan perdamaian diluar pengadilan 

4.   Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh 

dari penelitian kepustakaan yang menelusuri literatur dan peraturan perundang-



10 
 

undangan yang berhubungan dengan permasalahan serta bahan-bahan penunjang 

lainnya dalam bentuk dokumen,hasil penelitian dan lain-lain. 

5.   Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah-langkah yakni dengan 

cara mengumpulkan data sekunder (data kepustakaan) dalam bentuk bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan hukum 

sekunder dalam bentuk buku dan hasil penelitian serta bahan hukum tersier yang 

terkait. 

6. Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diproses di periksa dan diteliti 

mengenai kelengkapannya, kejelasannya, keakuratannya dan kevaliditasannya, 

kemudian data-data tersebut dilakukan analisis data. 

7.    Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dianalisis content analys (analisis isi) yaitu dengan 

menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan 

sistematis sehingga memudahkan untuk penarikan kesimpulan.  

F.    Sistematika Penulisan 

Rancangan penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab 

dengan sistematika sebagai berikut:  

Bab    Pertama,   merupakan   pendahuluan   yang   menguraikan   latar   

belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, Tujuan dan Manfaat 

penelitian, Kerangka Konseptual, metode penelitian serta sistematika 

penulisan. 
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Bab    Kedua, berisikan Tinjauan Pustaka tentang tentang Konflik Dan Sengketa, 

Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi 

Dalam Sistem Hukum Indonesia.  

Bab    Ketiga,   merupakan   analisis   dari   Hasil   Penelitian   Mengenai   

Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, serta 

Kekuatan Hukum Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan.  

Bab    Keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran 

disertai dengan lampiran-lampiran. 
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